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ANRI. Srikandi. Pedoman Penerapan. Pencabutan.

Menimbang

bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi
memegang peranan yang cukup penting dalam
mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan
berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan
dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang bersih dan efektif;

bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan
dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya
memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan
efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi
kearsipan dinamis terintegrasi;

bahwa lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia
memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan
peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya di bidang kearsipan sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk menetapkan Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia tentang Pedoman Penerapan Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
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Mengingat

Menetapkan

—

untuk mendukung terselenggaranya Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik mencapai
tujuannya, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia tentang Pedoman Penerapan Sistem

Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang

dimaksud dengan:

1.

Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi selanjutnya disebut Pedoman Penerapan
SRIKANDI adalah serangkaian petunjuk penerapan
sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik
dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, digunakan
secara bagi pakai oleh lembaga negara dan/atau
Pemerintah Daerah.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
Lembaga Negara adalah Lembaga negara adalah lembaga
yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara
meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah adalah
gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Perguruan Tinggi Negeri adalah wuniversitas, institut,
sekolah tinggi, dan politeknik di lingkungan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Pasal 2

Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi

Negeri, dan BUMN/BUMD dalam pengelolaan arsip dinamis
harus menerapkan SRIKANDI.
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Pasal 3
Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi
Negeri, BUMN/BUMD dalam menerapkan SRIKANDI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mengacu pada

Pedoman Penerapan SRIKANDI.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Pedoman Penerapan SRIKANDI meliputi:
a. pengertian umum dalam penerapan SRIKANDI;

b. indikator penerapan SRIKANDI; dan
c. penerapan SRIKANDI.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengertian umum,
indikator dan penerapan SRIKANDI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini
mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 15 tahun 2009 tentang Aplikasi Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis dan Aplikasi Sistem Informasi

Kearsipan Statis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2021

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. TAUFIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

KEPALA BADAN

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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